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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan pemberian remisi yang berbeda antara
Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana lainnya dan mengetahui Pemberian Remisi
yang berbeda terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana lainnya sesuai konsep Hak
Asasi Manusia. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah (1) Apa Alasan
Pemberian Remisi yang berbeda antara Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana
lainnya? (2) Apakah perbedaan pemberian Remisi terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan
Tindak Pidana lainnya sesuai konsep Hak Asasi Manusia? Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tipe penelitian untuk penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian hukum yang
bersifat yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

Hasil penelitian mengenai alasan pemberian remisi yang berbeda antara pelaku tindak
pidana korupsi dengan tindak pidana umum adalah: 1) Korupsi merupakan kejahatan
terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, sehingga dianggap melanggar hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat; 2) Korupsi merupakan white-collar crime, yakni kejahatan yang dilakukan
oleh orang berstatus sosial ekonomi tinggi; 3) Korupsi biasanya dilakukan dengan modus
operandi yang rumit, sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; dan 4) Korupsi adalah
kejahatan yang memiliki dampak dalam jangka panjang bagi warga Negara. Mengenai remisi
terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilihat sesuai konsep hak asasi manusia merupakan suatu
hal yang wajar untuk diperoleh sebagai reward, namun demikian syarat dan tata cara pemberian
remisi harus ketat. Salah satunya adalah menerapkan kembali persyaratan justice collaborator
dengan diperkuat dengan sistem pembuktian terbalik.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Korupsi, Tindak Pidana, Remisi



ABSTRACT

The purpose of this study to determine the different remissions between Actors
Corruption Crime with others and knowing different Remission Provision against Corruption to
Crime more in perspective of Human Rights. Problems found in this study were (1) Is the reason
for granting remission is different between Actors Corruption Crime with others? (2) What is the
difference granting remission against Corruption to Crime more in perspective of Human
Rights? This study uses normative juridical approach, it examines the theories, concepts,
principles of law as well as laws and regulations related to this research.

The research conducted by author more aimed shown to approach the law and approach
case.. Approach legislation do with all examine the laws and regulations The relevant legal
issues with That being handled. With case approach made way do study-case- Case Against
relates with issues has faced Become a Court Decision

Results of research on the different reasons for granting remission between the
perpetrators of corruption with the general crime are: 1) Corruption is organized crime carried
out systematically, thereby violating the rights of the social and economic communities; 2)
Corruption is a white-collar crime, the crime committed by people of high socioeconomic status;
3) Corruption is usually done with the modus operandi complicated, so it is not easy to prove;
and 4) Corruption is a crime which has long-term impacts to the citizens. Regarding remission
against perpetrators of corruption seen in the perspective of human rights is a natural thing to
be obtained as a reward, however, the terms and procedures for granting remission to be tight.
One is to re-implement the requirements of justice collaborator with reinforced with a system of
proof.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Secara umum dalam hukum positif di Indonedia mengatur tentang pemberian remisi
kepada pelaku tindak pidana telah mencerminkan diakui dan diterapkannya konsep
pemasyarakatan dalam kerangka besar pemidanaan dan pembinaan narapidana. Ini
menunjukkan bahwa keberadaan remisi itu adalah sebagai bentuk apresiasi atau
“reward” atas perbuatan atau perilaku baik dari narapidana. Hadirnya remisi sebagai
bentuk rangsangan agar narapidana senantiasa terus berusaha untuk berkelakuan baik
dalam arti ada pertobatan yang tentunya adalah juga dalam rangka mengantarkannya
kembali kepada kehidupan di masyarakat (reintegrasi sosial). Sementara pemberian
remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengalami pro dan kontra, satu sisi
pemberian remisi patut diberikan karena melihat aspek keadilan, sisi yang lain remisi
tidak pantas diberikan karena melihat dampak yang lebih luas yakni merugikan negara
dan masyarakat. ada beberapa alasan yang membedakan pemberian remisi terhadap
pelaku tindak pidana umum dengan pelaku tindak pidana korupsi, yakni: 1) Korupsi
merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, sehingga dianggap
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat; 2) Korupsi merupakan white-collar
crime, yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang berstatus sosial ekonomi tinggi; 3)
Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang rumit, sehingga tidak mudah
untuk membuktikannya; dan 4) Korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak dalam
jangka panjang bagi warga Negara.

b. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan konsep hak asasi

manusia. Remisi merupakan suatu hal yang wajar untuk diperoleh sebagai reward,



namun demikian syarat dan tata cara pemberian remisi harus ketat. Salah satunya adalah
menerapkan kembali persyaratan justice collaborator dengan diperkuat dengan sistem
pembuktian terbalik. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi dengan pemerintahan yang bersih, transparansi. Dengan kata lain, terpidana
korupsi berhak untuk mendapatkan remisi terkait dengan asas keadilan dan
kemanusiaan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa pemberian remisi harus berdasarkan

dengan dasar hukum yang kuat dengan pemerintah yang kuat pula.
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